
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.39, 2020  ADMINISTRASI. Sekretariat Jenderal. Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG 

SEKRETARIAT JENDERAL  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 

dibentuk organisasi pendukung Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

  b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah 
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tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan 

lembaga legislatif sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia;  

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6396); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang 

di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

BAB II 

SEKRETARIAT JENDERAL 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal 2 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 

dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 3 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 

persidangan, administrasi, dan keahlian. 
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Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan 

intern di lingkungan Sekretariat Jenderal; 

g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan 

data dan pelayanan informasi, pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan 

jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan 

tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 5 

Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

a. Deputi Bidang Persidangan; 

b. Deputi Bidang Administrasi;  

c. Badan Keahlian; dan 
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d. Inspektorat Utama.  

 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Persidangan 

 

Pasal 6 

(1) Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi. 

 

Pasal 7 

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, 

dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan kesekretariatan kepada pimpinan dan 

keanggotaan Dewan  Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

e. penyiapan  perumusan  kebijakan  dan  pelaksanaan 

dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi 

internasional; 

f. penyiapan  perumusan  kebijakan  dan  pelaksanaan 

dukungan pemberitaan; 


